
 

PR-01.rev8/F.19-GRS/LK/2020 

 
Resume Hasil Penilikan II Verifikasi Legalitas Kayu  

PT Daha Tama Adikarya 
 
I. Identitas LVLK : 

a. Nama LVLK :  PT. Global Resource Sertifikasi 
b. No. Akreditasi KAN :  LVLK-013-IDN 
c. Alamat Kantor :  Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Serpong 
d. Telp./Fax :  021-7562345 
e. Website dan Email :  www.global-resource.co.id ; info@global-resource.co.id  

 
II. Identitas Auditee : 

a. Nama IUPHHK-HA :  PT DAHATAMA ADIKARYA (DTA) 
b. SK IUPHHK-HA :  SK. 465/Kpts-II/1995, tanggal 4 September 1995 
c. Luas Areal :  ± 64.620 Ha  
d. Alamat Kantor Pusat :  Graha Irama Lantai 7 R.7B 

Jalan HR. Rasuna Said X-I, Kav. 1 & 2 Jakarta Selatan Telp. 021-
5261151 

e. Waktu Pelaksanaan :  01 – 08 November 2020 
  
III. Tahapan Kegiatan : 

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Koordinasi dengan Instansi 
Kehutanan 

Tidak dilakukan karena terjadi  
bencana alam 

- 

Pertemuan Pembukaan Senin, 02 November 2020 
Via Daring  

(Aplikasi Zoom Meeting) 

Tim Audit menyampaikan 
dan memberikan 
penjelasan singkat terkait 
hal-hal sebagai berikut: 
a. Sasaran dan ruang 

lingkup penilaian, tahap 
dan kegiatan audit 
lapangan beserta 
metodologinya, standar 
acuan yang digunakan 
dan susunan tim audit 
Penilikan II Verifikasi 
Legalitas Kayu (VLK) PT 
DTA. 

b. Menyampaikan aturan 
sertifikasi VLK termasuk 
ketentuan tentang 
kerahasiaan dan 
ketidakberpihakan. 

c. Meminta surat kuasa 
dan/atau surat tugas 
Manajemen 
Representatif. 

http://www.global-resource.co.id/
mailto:info@global-resource.co.id
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d. Menandatangani Daftar 
Hadir Pertemuan 
Pembukaan. 

Verifikasi Dokumen Senin – Minggu, 
02 – 08 November 2020 

Via Daring (Aplikasi Zoom 
Meeting, Aplikasi Timestamp, 
Video Call Aplikasi Whatsapp) 

a. Mengumpulkan bukti 
audit berupa dokumen 
yang terkait dan dapat 
diverifikasi 

b. Melakukan evaluasi bukti 
audit yang dikumpulkan 
terhadap prinsip-prinsip 
dalam VLK sesuai dengan 
Lampiran 2.1 Perdirjen 
PHPL No. 
P.14/PHPL/SET/4/2016. 

Observasi Lapangan Senin – Minggu, 
02 – 08 November 2020 

Via Daring (Aplikasi Zoom 
Meeting, Aplikasi Timestamp, 
Video Call Aplikasi Whatsapp) 

a. Mengumpulkan bukti 
audit berupa bukti 
lapangan dan hasil 
wawancara yang terkait 
dan dapat diverifikasi 
pada Penilikan II VLK PT 
DTA 2020. 

b. Melakukan evaluasi bukti 
audit yang dikumpulkan 
terhadap kriteria dalam 
Verifikasi Legalitas Kayu 
sesuai dengan Lampiran 
2.1 Perdirjen PHPL No. 
P.14/PHPL/SET/4/2016. 

Pertemuan Penutup Minggu, 08 November 2020 
Via Daring (Aplikasi Zoom 

Meeting) 

Tim Audit menyampaikan 
dan memberikan 
penjelasan singkat terkait 
hal-hal sebagai berikut: 
a. Kesimpulan audit dan 

temuan. 
b. Mengkonfirmasi 

persetujuan Auditee 
terhadap kesimpulan 
audit. 

c. Menandatangani BA 
Pertemuan Penutup. 

Koordinasi Dengan Instansi 
Kehutanan 

Tidak dilakukan karena terjadi  
bencana alam 

- 

Pengambilan Keputusan Jumat, 16 November 2020 
Kantor LVLK PT GRS 

a. PT Dahatama Adikarya 
dinyatakan LULUS 
dengan predikat 
MEMENUHI berdasarkan 
Rapat Pengambilan 
Keputusan Hasil 
Penilikan II VLK sesuai 
Lampiran 2.1 Perdirjen 
P.14/PHPL/SET/4/2/2016. 
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b. Menerbitkan SK 
Keputusan Hasil 
Penilikan II Verifikasi 
Legalitas Kayu PT DTA 
2020. 

 
 

IV. Resume Hasil Penilikan II Verifikasi Legalitas Kayu PT Daha Tama Adikarya : 
 

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 
1.1.  Areal unit manajemen 

hutan terletak dikawasan 
hutan produksi  

1.1.1.a  PT DTA telah memiliki dokumen legal 
Pengusahaan Hutan berdasarkan Surat 
Keputusan Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal Nomor :3/1/IUPHHK-
HA/PMDN/2017 tanggal 10 Maret 2017 dan 
telah dilengkapi Peta Areal Kerja Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan 
Alam (IUPHHK-HA) Skala 1 : 150.000. 
Mengacu Peta Kawasan Hutan dan 
Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu 
yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di 
Provinsi Sulawesi Tengah Skala 1 : 250.000 
(Lampiran Kep. Menhut No : 
SK.869/Menhut-II/2014 tanggal 29 
September 2014), fungsi kawasan hutan 
areal kerja IUPHHK-HA PT Daha Tama 
Adikarya seluruhnya seluas ± 49.970 (empat 
puluh sembilan ribusembilan ratus tujuh 
puluh) Hektar di Kabupaten Banggai 
Provinsi Sulawesi Tengah merupakan areal 
Hutan Produksi Terbatas (HPT). 

Memenuhi 

1.1.1.b PT DTA telah melunasi kewajiban Iuran Izin 
Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) 
berdasarkan Bukti Setor Iuran IUPH melalui 
Bank BCA di dokumen Kementerian 
Keuangan atas Penerimaan Negara Bukan 
Pajak pada tanggal 10 November 2016 jam 
11:20:14 dengan Kode Billing : 
820161103816349 dan NTPN : 
7690A545MJL9TPP6 dengan setoran 
sejumlah Rp. 5.621.625.000,00   sesuai SPP-
IIUPH Dirjen PHPL Nomor : 
S.391/PHPL/IPHH/HPL.4/6/2016 tanggal 6 
Juni 2016. 

Memenuhi 

1.1.1.c Hasil verifikasi Surat Pernyataan Direktur PT 
DTA tanggal 02 November 2020 dan , 
dokumen RKU periode tahun 2017 sd 2026 
dan RKT Tahun 2020 PT DTA, observasi 
lapangan dan wawancara dengan 
manajemen Representatif tidak terdapat 

Not 
Applicable 
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VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 
penggunaan kawasan yang sah di luar 
kegiatan IUPHHK dalam areal kerjan PT DTA. 

2.1.  Pemegang izin memiliki 
rencana penebangan 
pada areal tebangan 
yang disahkan oleh 
pejabat yang berwenang 

2.1.1.a Dokumen RKUPHHK-HA PT Daha Tama 
Adikarya Periode Tahun 2017-2026 telah 
disetujui berdasarkan Surat Keputusan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor: SK.3636/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/6/2017 tanggal 16 Juni 2017 
dilampiri peta skala 1: 100.000. RKT Tahun 
2020 disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan 
Provinsi Sulawesi Tengah (Dr. Ir. H. Nahardi, 
MM. IPU)  sesuai SK Nomor: 
800/06.96/Bid.P2H tanggal 12 Februari 2020 
dilengkapi dengan lampiran berupa Peta 
Rencana Kerja Tahunan tahun 2020 dengan 
Skala 1 : 50.000. Peta Rencana Kerja Tahun 
2020 dibuat/ditandatangani oleh Direktur PT 
DTA (Sofyan Kaleb),  
diperiksa/ditandatangani oleh Kapala 
Bidang Perencanaan dan Pemanfatan Hutan 
Dinas Kehutanan Provinsi Sulteng (Dr.Ir. 
Pepi Saeful Jalal, MP, IPM) dan 
diketahui/ditandatangani oleh Kepala Dinas 
Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah (Dr. Ir. 
H. Nahardi, MM, IPU) dengan SK Nomor : 
800/06.96/Bid.P2H pada tanggal 12 Februari  
2020.   Ganis PHPL Canhut yang dimiliki PT 
Daha Tama Adikarya adalah Ir. Andarias 
dengan Nomor Register : 00374-
12/CANHUT/XXIV/2019 dengan Nomor SK. : 
SK.059/BPHP.XII/PEPHP/3/2019 yang berlaku 
sejak dikeluarkan tanggal 11 Maret 2019 
sampai dengan tanggal 10 Maret 2022. 

Memenuhi 

2.1.1.b PT Daha Tama Adikarya memiliki Peta areal 
yang tidak boleh ditebang pada peta RKT 
2020. Di dalam Peta RKT Tahun 2020 blok 
Tebangan tahun 2020 tidak terdapat  areal 
yang tidak boleh ditebang namun terdapat 
batas blok RKT 2020 yang berimpitan 
dengan areal yang tidak boleh ditebang 
yaitu kawasan lindung KPPN dengan 
penandaan garis biru tebal dan Tegakan 
Benih dengan penandaan garis hitam tebal. 
Hasil verifikasi di lapangan ditemukan 
adanya penandaan pal batas, alur batas, 
papan nama di batas Blok RKT 2020 dengan 
areal yang tidak boleh ditebang dan hasil 
pengeplotan di peta RKT 2020 terdapat 
kesesuaian lokasi antara di apangan dengan 
di peta. 

Memenuhi 
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VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 
2.1.1.c Hasil verifikasi dokumen terhadap Peta 

Rencana Kerja Tahunan Tahun 2020 
terdapat pengesahan dan stempel Dinas 
Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah di 
petak tebangan RKT 2020 yaitu petak nomor 
69-G, 70-G, 71-G, 69-H, 70-H, 62-H, 63 H, 64-H, 
65-H, 66-H, 64-I dan hasil verifikasi lapangan 
terdapat penandaan pal batas blok, pal 
batas petak berupa kayu bulat yang atasnya 
di cat merah, alur batas blok berupa cat 
merah pada pohon rintisan batas blok (//) 
dan batas petak (///), papan nama blok RKT 
2020 dan plang nama batas petak yang 
setelah diplotkan koordinat lapangannya ke 
peta RKT 2020, posisinya  benar dan sesuai 
dengan peta RKT 2020. 

Memenuhi 

2.2.  Adanya rencana kerja 
yang sah  

2.2.1.a Dokumen RKUPHHK-HA PT Daha Tama 
Adikarya Periode Tahun 2017-2026 telah 
disetujui berdasarkan Surat Keputusan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor: SK.3636/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/6/2017 tanggal 16 Juni 2017. 
SK MenLHK menetapkan rencana 
penebangan PT Daha Tama Adikarya 
menggunakan Sistem Silvikultur Tebang 
Pilih Tanam Indonesia dengan Etat Luas 
maksimum ± 1.108 ha/tahun dan Etat Volume 
maksimum ±46.188,52 m³/tahun, dengan 
masa berlaku sampai dengan tanggal 31 
Desember 2022. Terdapat Lampiran 
dokumen RKUPHHK-HA PT Daha Tama 
Adikarya Periode Tahun 2017-2026 yang 
lengkap berupa Rekapitulasi Proyeksi 
Produksi Per Petak Pertahun Berdasarkan 
Hasil IHMB,  Tabel Ranking Sediaan Tegakan 
Jenis kayu yang dapat diperdagangkan 
dengan diameter > 40 Cm berdasarkan hasil 
IHMB  dan Peta RKU periode 2017 s/d 2026 
dengan Skala 1 : 100.000 yang telah disahkan 
pejabat berwenang dan peta kelengkapan 
lainnya. 

Memenuhi 

2.2.1.b PT Daha Tama Adikarya tidak melakukan 
kegiatan penyiapan lahan untuk 
pembangunan hutan tanaman industri, 
dikarenakan izin yang diajukan dan telah 
disetujui berupa IUPHHK-HA dengan 
penebangan menggunakan sistem TPTI. 

Not 
Applicable 

3.1.  Pemegang izin menjamin 
bahwa semua kayu yang 
diangkut dari Tempat 

3.1.1 
 
 

Semua dokumen LHP PT. Daha Tama 
Adikarya untuk Periode RKT November 2019 
– Oktober 2020 telah disahkan oleh Pejabat 

Memenuhi 
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VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 
Penimbunan Kayu  (TPK) 
hutan ke TPK Antara dan 
dari TPK Antara ke 
industri primer hasil 
hutan (IPHH)/pasar, 
mempunyai identitas fisik 
dan dokumen yang sah 

 
 
 
 
 
 

Pengesah Laporan Hasil Produksi dan 
lengkap. Berdasarkan hasil remote audit 
melalui penelusuran dokumen LHP dengan 
dokumen fisik kayu yang dilakukan melalui 
manajemen PT. DTA diketahui bahwa nomor 
batang di LHP sesuai dengan fisik lapangan. 

3.1.2 PT. DTA periode November 2019 - Oktober 
2020 dalam kegiatan pengangkutan kayu 
dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan 
pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan 
surat keterangan sahnya hasil hutan 
(SKSHHK) yang sesuai ketentuan. 

Memenuhi 

3.1.3.a Berasarkan komunikasi melalui zoom 
meeting, WA dan telepon (remote audit), 
diketahui bahwa PT. Daha Tama Adikarya 
sudah membuat tanda-tanda PUHH pada 
kayu (batang dan tunggak) yang sesuai 
dengan dokumen (LHP) dan dapat dilacak 
balak, seperti:  Sudah membuat barcode 
lama pada pohon yang akan ditebang dan 
penebang hanya menebang pohon yang 
memiliki barcode. Pohon dengan label 
kuning di lapangan tidak ditebang oleh 
perusahaan dan disebut sebagai pohon inti. 
PT. Daha Tama Adikarya sudah membuat 
tanda-tanda PUHH/barcode  lama pada 
semua kayu yang diproduksi periode 
November 2019 - Oktober 2020. 

Memenuhi 

3.1.3.b PT. Daha Tama Adikarya sudah menerapkan 
pembuatan identitas kayu secara konsisten 
(seperti: no. petak, no. pohon, diameter, 
jenis, dan no. produksi) untuk setiap kayu 
yang diproduksi dan ada sistem yang dapat 
ditelusuri dengan identitas kayu diterapkan 
secara konsisten yaitu melalui barcode yang 
tersedia pada bagian TUK. 

Memenuhi 

3.1.4 Pada periode November 2019 - Oktober 
2020 PT. DTA memiliki dokumen SKSHHK 
beserta lampiran yang lengkap dan sah, 
dibuat oleh petugas yang berwenang. PT. 
DAT juga memiliki dokumen Berita Acara 
Pemeriksaan (BAP) oleh Pejabat Penerbit 
Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu 
(P2SKSHHK). 

Memenuhi 

3.2.  Pemegang izin telah 
melunasi kewajiban 
pungutan pemerintah 
yang terkait dengan kayu 

3.2.1.a Dokumen SPP DR dan atau PSDH PT. Daha 
Tama Adikarya sudah diterbitkan oleh 
pemerintah dan sesuai dengan LHP yang 
disahkan untuk periode November 2019 – 
Oktober 2020. Dokumen SPP PSDH dan DR 
ini sudah sesuai dengan kelompok jenis, 

Memenuhi 
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VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 
volume dan tarif berdasarkan LHP yang 
disahkan. 

3.2.1.b PT. Daha Tama Adikarya sudah melunasi 
seluruh kewajiban pembayaran PSDH dan 
DR yang sesuai dengan SPP berdasarkan 
LHP periode November 2019 – Oktober 
2020 dengan nilai PSDH Rp 446,777,450.00, 
- dan DR sebesar U$D 96,148.06. 

Memenuhi 

3.2.1.c PT. Daha Tama Adikarya sudah 
menggunakan tarif PSDH dan DR sesuai 
dengan persyaratan ukuran dan dibayar 
sesuai tarif. Pembayaran PSDH dan DR 
dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan 
Pemerintah  Nomor 12 tahun 2014 tentang 
Jenis dan Tariff  atas Jenis Penerimaan 
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada 
Kementeriaan Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan dan dan Peraturan Menteri LHK 
Nomor P.64/MENLHK/KUM.1/12/2017 
tentang Penetapan Harga Patokan Hasil 
HUtan untuk Perhitungan Provisi 
Sumberdaya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan. 
Semua sudah dibayarkan sesuai dengan 
tarif yang berlaku. PT. Daha Tama Adikarya 
dalam audit bisa menunjukkan dokumen 
pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau 
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sesuai 
tarif. 

Memenuhi 

3.3. Pengangkutan dan 
perdagangan antar pulau 

3.3.1 Dengan adanya SK Kementerian 
Perindustrian dan Perdagangan Nomor P.81 
tahun 2018 tentang Pencabutan 
Kepmenperin Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 
tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau 
maka PKAPT sudah tidak diperlukan. 

Not 
Applicable 

3.3.2 Pengangkutan kayu bulat PT. DTA ke 
Industri selama bulan November 2019 – 
Oktober  2020 pernah sekali menggunakan 
kapal yaitu pada tanggal 8 April 2020. 
Tujuan pengangkutan kayu yaitu ke Gresik. 
Jumlah kayu yang diangkut sebanyak 1.110 
batang atau 3.475,41 m3. Kapal yang 
digunakan dalam pengangkutan kayu ini 
adalah kapal TB. Lucky Star menggandeng 
TK. KH. Alfa – 108 yang berbendera 
Indonesia. 

Memenuhi 

3.4. Pemenuhan penggunaan 
Tanda V-Legal  

3.4.1 Semua kayu yang berada di TPK Antara Km 
0 dan yang keluar dari areal IUPHHK-HA 
PT.DTA sudah dipasang  logo V-legal 
Indonesia Legal Wood Nomor 06/S-
VLK/GRS/X/2018 LVLK-013-IDN. 

Memenuhi 



 

PR-01.rev8/F.19-GRS/LK/2020 

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 
4.1. Pemegang izin telah 

memiliki Analisa 
Mengenai Dampak 
Lingkungan 
(AMDAL)/Dokumen 
Pengelolaan dan 
Pemantauan Lingkungan 
(DPPL)/Upaya 
Pengelolaan Lingkungan 
(UKL) dan Upaya 
Pemantauan Lingkungan 
(UPL) dan melaksanakan 
kewajiban yang 
dipersyaratkan dalam 
dokumen lingkungan 
tersebut 

4.1.1 Tersedia dokumen AMDAL yang telah 
disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL 
Departemen Kehutanan No 67/DJ-
VI/AMDAL/95 tanggal 5 April 1995 tentang 
Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari 
Hutan Alam oleh PT Daha Tama Adikarya di 
Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi 
Tengah. 

Memenuhi 

4.1.2.a Dokumen RKL dan RPL PT Daha Tama 
Adikarya telah disetujui oleh Komisi Pusat 
AMDAL Departemen Kehutanan No 67/DJ-
VI/AMDAL/95 tanggal 5 April 1995 tentang 
Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari 
Hutan Alam oleh PT Daha Tama Adikarya di 
Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi 
Tengah. 

Memenuhi 

4.1.2.b PT Daha Tama Adikarya telah melaksanaan 
kegiatan pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan di bidang sipil teknis 
(pengerasan jalan, saluran drainase, 
jembatan, gorong-gorong, matingmating, 
sedimen trap, pengukur curah hujan, plot 
erosi dan pengukur debit air sungai), biologi 
(persemaian, penanaman Pemasangan 
papan larangan), dan sosial (fee kubikasi, 
bantuan pengendalian banjir, tenaga lokal 
sebagai karyawan) sesuai dengan rencana 
dan dampak penting yang terjadi di 
lapangan. 

Memenuhi 

5.1. Prosedur dan 
implementasi K3 

5.1.1.a PT Daha Tama Adikarya memiliki Standard 
Operating Procedure (SOP) K3, SOP 
Penanganan kecelakaan, SOP Pemulihan 
Darurat dan SOP Penanganan Limbah, dan 
telah memiliki  organisasi Panitia Pembina 
K3 (P2K3) serta telah 
mengimplementasikan K3 di lapangan. 

Memenuhi 

5.1.1.b PT Daha Tama Adikarya telah memiliki 
peralatan Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3) sesuai ketentuan dan kebutuhan 
serta berfungsi baik. 

Memenuhi 

5.1.1.c PT Daha Tama Adikarya sudah memiliki 
catatan kejadian kecelakaan kerja dan 
upaya menekan tingkat kecelakaan kerja 
melalui program K3, Hasil verifikasi 
menunjukkan dalam kurun waktu 12 bulan 
terkahir terjadi 1 kali kecelakaan kerja 
dimana penanganannya sudag sesuai 
dengan SOP yang tersedia. 

Memenuhi 
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VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 
5.2. Pemenuhan hak-hak 

tenaga kerja 
5.2.1. PT DTA belum memiliki serikat pekerja pada 

lingkup perusahaan namun tersedia Surat 
Pernyataan kebebasan berserikat bagi 
karyawan yang ditandatangani Manajer PH 
PT DTA pada tanggal 7 Oktober 2019. 

Memenuhi 

5.2.2. PT DTA telah memiliki dokumen Peraturan 
Perusahaan (PP) yang disahkan oleh Kepala 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kabupaten Banggai melalui keputusan No. 
011/DISNAKERTRANS/PP/2019 tanggal 29 
November 2019. 

Memenuhi 

5.2.3. 
 

Jumlah karyawan PT DTA pada bulan 
Oktober 2020 sebanyak 36 orang dan tidak 
terdapat karyawan di bawah umur (<18 
tahun), Usia karyawan termuda berusia 19 
Tahun 11 Bulan a.n. Mukti Danati. 

Memenuhi 

 


